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Gambar 1 : Kantor Bea Cukai Malang 
(sumber : beacukaimalang.com) 
 
Secara geografis wilayah kerja KPPBC meliputi 3 daerah tingkat II se 
Malangraya yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Sedangkan 
Mandat instansi untuk melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan 
cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi : 
a. Wilayah utara meliputi kecamatan Lawang berbatasan dengan kabupaten 
Pasuruan. 
b. Wilayah Timur meliputi Kecamatan Dampit berbatasan dengan Kabupaten 
Lumajang. 
c. Wilayah Selatan meliputi Kecamatan Sumberpucung berebatasan dengan 
Kabupaten Blitar. 




e. Wilayah Tenggara meliputi Kecamatan Sumbermanjing berbatasan Laut 
Selatan. 
 
a) Lambang dan Makna Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
1. Gambar Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
 
 
Makna Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Secara umum lambang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri 
dari empat gambar utama dengan maknanya masing- masing. Gambar- 
gambar tersebut yaitu : 
a) Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di 
dalamnya. 
Artinya, segi lima melambangkan Negara Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila. Sedangkan laut, gunung, dan 
angkasa  melambangkan Daerah Pabean Indonesia yang 
merupakan wilayah berlakunya Undang-Undang Kepabeanan 
dan Undang-Undang Cukai. 
b) Tongkat dengan ulir berjumlah delapan di bagian bawahnya. 
Artinya, tongkat dengan delapan ulir melambangkan hubungan 
perdagangan internasional Republik Indonesia dengan manca 
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negara  ke  dan dari delapan penjuru mata angin. 
c) Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar. 
 
Artinya, sayap melambangkan hari Keuangan Republik 
Indonesia yang  jatuh pada tanggal 30 Oktober dan 
melambangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai 
unsure pelaksana tugas pokok Departemen Keuangan di bidang 
Kepabeanan dan Cukai. 
d) Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran. 
Artinya, malai padi yang melingkar melambangkan tujuan 
pelaksanaan  tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu 
kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. 
Untuk warnanya disesuaikan dengan warna dasar dan 
penggunaannya.  
 
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Cukai Malang 
 Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Tipe 
Madya Cukai Nomor KEP-46/BC/2008 Tanggal 14 Juli 2008 Kantor 
Pangwasan dan Palayanan Bea dan Cukai Tipe A3 ditetapkan 
menjadi Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Cukai. Terletak ditengah kota tepatnya dijalan Surabaya 
nomor 2 Malang, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sebagai 
instansi vertical Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada kepala kantor Wilayah, 
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melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Keputusan menteri 
Keuangan RI Nomor :74/PMK.01/2009 tanggal 8 april 2009 yaitu 
“Melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai 
dalam daerah dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. 




Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang juga memilki Visi 
,Misi dan Motto : 
Visi ; “Menjadi Kantor Modern terbaik dalam hal Pengawasan dan 
Pelaynan diBidang Cukai” 
Misi : “Pelayanan Terbaik kepada industry, perdagangan dan masyarakat” 
Motto : “Tanggap Melayani, Tegas Mengawasi” 
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B. Pola Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Terkait Perdagangan 
Black Market (Pasar Gelap) Barang Impor. 
 Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti “masuk 
dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan 
“pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal,cara) 
menyelundupkan ,pemasukan secara gelap”.1 Penyelundupan diartikan 
pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena 
menyelundupkan barang-barang terlarang. Dalam kamus Webster’s Ninth 
New Collegiate Dictinary kata smuggle (penyelundupan) diartikan sebagai 
“to import or export secretly contrary to the law and especially without 
paying duties import or export something in violation of the customs law 
(mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan 
hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor 
atau ekspor yang merupakan pelanggaran pabean)”.2 Menurut pasal 1 
angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan “impor 
adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean”. 
 Tindak pidana Kepabean merupakan tindak pidana yang melakukan 
pelanggaran terhadap aturan hukum Kepabeanan. Salah satu bentuk 
pelanggaran tindak pidana yang paling terkenal adalah tindak pidana 
penyelundupan barang impor. Sumber hukum tindak pidana kepabeanan 
adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 
Undang-undang Kepabeanan mulai berlaku sejak 1 April 1995, dimuat 
didalam lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995 sebagaimana telah 
                                                             
1 W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1993, hlm.901 
2 Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan, Geramedia Pustaka, Jakarta 1991, hlm.3 
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diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabenan. 
Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 102 Undang-undang Nomor 10 
Tahun 1995 bahwa : 
 “yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang 
ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur 
sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Dengan demikian 
apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah 
mengindahkan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak 
termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini”3 
 Undang-undang Kepabeanan juga mengenal pidana tambahan. 
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 102B Undang-undang Nomor 17 tahun 
2006 bahwa : 
“pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dan pasal 102A 
yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana paling sedikit 
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Apabila dilakukan oleh 
pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana 
sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu 
pertiga).” 
 Black Market (Pasar Gelap) adalah sebuah tempat yang masyarakat 
biasa menyebutnya adalah perdagangan gaib yang tidak terlalu banyak 
                                                             
3 Lihat penjelasan pasal 102 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Sub Direktorat Penyuluhan 
dan Publikasi Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Bea dan 
Cukai ,Jakarta, 2003. 
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masyarakat biasa tau adanya, kecuali masyarakat yang memang sudah 
sangat biasa membeli barang-barang impor yang murah tanpa 
mementingkan resmi atau tidaknya. Tidak mengherankan apabila orang 
orang-orang Indonesia terbiasa dengan hidup mewah, seperti mempunyai 
barang-barang impor dari Indonesia, barang tersebut pun memiliki harga 
yang fantastis dikalangan barang local pada umumnya dikarenakan barang 
tersebut harus melalui proses administrasi dari pihak Beacukai yang 
mungkin barang tersebut dikirim melalui POS, berbeda lagi dengan barang 
yang seseorang kenakan pada saat datang ke Indonesia, barang yang 
dikenakan secara pribadi tidak dikenakan administrasi dari pihak beacukai, 
berbeda lagi apa bila barang tersebut dibawa atau sedang tidak dikenakan 
dan barang tersebut adalah barang pribadi maka pihak beacukai akan 
memeriksa secara fisik barang dan penelitian dokumen atau biasa disebut 
dengan official assessment dan akan dikenakan bea masuk sebesar $500 
perorang, yang dimaksud dengan penelitian dokumen adalah memeriksa 
apakah barang tersebut resmi atau tidak. Sesuai dengan aturan beacukai 
tentang penanganan barang kiriman ,telpon seluler genggam (Handheld) 
dan computer Tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 buah, impor 
kiriman pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 buah ,impor 
kiriman produk elektronik hanya diperbolehkan 2 buah yang dimana 
semua ketetapn barang tersebut sudah ditetapkan diperarturan menteri 
perdagangan.  
 Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Nomor 
527/K/Pdt/2006 menyatakan bahwa Black Market (Pasar Gelap) 
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merupakan perdagangan tidak resmi ,syarat sah perjanjian dalam pasal 
1320 KUHPerdata yakni sebab yang tidak bertentangan dengan dengan 
Undang-undang ,kesusilaan pun ketertiban umum. Tetapi ada pula 
kelemahan dalam aturan hukum mengenai Black MARKET (Pasar Gelap) 
belum adanya undang-undang ITE yang secara khusus mengatur tentang 
Balck Market (Pasar Gelap) maupun sanksi yang berlaku bagi pelaku 
Black Market (Pasar Gelap). 
 Hanya sedikit singgungan untuk kejahatan Black Market (Pasar 
Gelap) dalam pasal Undang-undang ITE yaitu membahas tentang Hak 
Kekayaan dan Intelektual, akan tetapi pada pasal tersebut tidak 
menjelaskan tentang penjualan maupun pembelian serta barang Black 
Market (Pasar Gelap) didalam pasal tersebut hanya menjelaskan Hak 
Kekayaan Intelektual tentang perangkat lunak dan perangkat keras 
computer. Menurut Bapak Ardi Ashari selaku kepala Subsi Hanggar 
Pabean Cukai Pos Lalu Bea Malang pola terjadinya tindak pidana 
penyelundupan barang impor dalam black market (Pasar Gelap) adalah : 
1. Terjadinya perbedaan harga yang mencolok antara harga barang didalam 
negeri dengan produk luar negeri.  
2. Barang tersebut dilarang. 
3. Secara tarif impor/ekspor, makin tinggi tarif  impor/ekspor maka semakin 
berpeluang suatu barang diselundupkan, misalnya adalah handphone yang 
yang tarif impornya tinggi maka beresiko tinggi diselundupkan ke dalam 
negeri. 












(Bagan 1 : prosedur impor) 
Barang yang akan di impor berlaku aturan dasar hukum PMK-
182/PMK.04/2016 tentang ketentuan barang kiriman. Secara penanganan 
barang kiriman Bea Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean 
yang diantaranya adalah penelitian dokumen dan pemertiksaan fisik 
barang (official assestment). Pemeriksaan secara fisik dilakukan secara 
selektif dan disaksikan langsung oleh pertugas PJT, agar dapat 
menetapkan harga bea masuk, untuk memastikan barang yang akan di 
kirim tersebut merupakan barang larangan atau pembatasan, agar dapat 
menetapkan klarifikasi dan nilai pabean atas barang kiriman tersebut, agar 
memastikan terhadap barang kiriman terkena ketentuan perijinan dari 
instansi teknis terkait, contohnya adalah makanan dan obat-obatan yang 
harus dengan persetujuan BPOM, dan narkoba atau obat-obatan tertentu 
dengan ijin dokter.  
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b. Larangan dan Pembatasan (LARTAS) 
Barang yang terkena LARTAS adalah barang yang di larang 
dan/atau dibatasi ekspor dan impor nya. LARTAS diterbitkan oleh Instansi 
Teknis Terkait, yakni Kementerian atau lembaga pemerintah non 
kementerian tingkat pusat, yang menetapkan peraturan LARTAS atas 
impor atau ekspor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri 
Keuangan. Contoh barang yang dibatasi adalah NARKOTIKA ,Narkotika 
dibatasi dan disyaratkan agar memiliki surat ijin kesehatan dari dokter 
untuk Pemakaian nya,dan barang yang dilarang adalah Satwa Liar dan 
Langka. 
Ketentuan tentang LARTAS berlaku untuk semua jenis importasi, 
termasuk didalamnya importasi melalui mekanisme barang kiriman. 
Dalam hal barang kiriman terkena aturan LARTAS maka penerima barang 
wajib melengkapi perijinan tersebut untuk proses pengeluaran barang. 
Apabila penerima barang tidak dapat melengkapi dokumen terkait maka : 
1) Penerima barang dapat mengajukan permohonan reekspor atas barang 
yang diimpor (RTO-Return To Origin) atau mengajukan permohonan 
pengeluaran barang sebagian (tidak berlaku untuk kiriman EMS) 
dengan mengajukan permohonan ke Kepala Kantor Bea Cukai tempat 
pengeluaran barang. 
2) Dalam hal penerima barang tidak melakukan pengurusan barang 
kiriman dalam waktu lebih dari 30 hari, maka status barang tersebut 
akan menjadi Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5). 
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Berikut ini adalah data barang impor yang disita oleh pihak kantor Bea 
Cukai Malang dari tahun 2018 hingga bulan Mei 2020, yaitu sebagai 
berikut : 
 
(Data barang tangguhan dari kator Beacukai Kota Malang  pada tanggal 15 juni 2020) 
 
 Dari data diatas, adalah barang yang dengan sengaja diselundupkan dan 
ada barang yang tidak tertera dalam data CN23. Salah satu barang yang 
sengaja diselundupkan dan di jual secara ilegal adalah Sex Toy dan 
Senjata. Barang-barang tersebut yang dari tahun ketahun sangat banyak 



































a) Barang Larangan 
  Barang larangan adalah barang yang dilarang oleh pemerintah 
untuk diperjual belikan, contohnya adalah satwa langka dan liar atau satwa 
yang dilindungi, dan organ tubuh manusia. Sebuah barang bisa disebut 
barang larangan apabila ada hukum atau suatu undang-undang yang 
mengatur tentang barang tersebut, contohnya undang-undang tentang 
satwa yang dilindungi. Dalam hal ini petugas bead an cukai berhak atas 
seluruhnya untuk melakukan penyidikan, penangkapan , dan penyelidikan 
tanpa bantuan dari pihak kepolisian. 
b) Barang Batasan 
  Barang batasan adalah barang yang diperbolehkan tetapi wajib 
menggunakan surat ijin dokter atau surat ijin dari instansi terkait barang 
yang ingin di impor atau ekspor, atau barang yang akan digunakan, contoh 
barang batasan adalah senjata api, bahan kimia, dan NAPZA. 
  Apabila terjadi kasus penyelundupan barang berjenis NAPZA 
maka beacukai dan Polri bertanggungjawab dalam penangkapan, 
pembongkaran, pemusnahan, penyelidikan dan penyidikan. 
c. Fasilitas Perpajakan 
Barang yang dikirmkan diberikan beberapa fasilitas perpajakan yang 
diantaranya adalah : 
1) Barang dengann nilai dibawah USD75/Hari/penerima diberikan 
pembebasan dan dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang. 
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2) Barang dengan nilai diatas USD75/Hari/penerima sampai dengan 
USD1500 dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka 
impor dengan skema : 
a) Apabila barang tersebut terkena aturan larangan atau pembatasan, 
maka wajib melampirkan dokumen pemenuh larangan dan 
pembatasan dari instansi terkait. 
b) Dari barang kiriman tersebut akan dikenakan tariff bea 
masukmsebesar 75% kecuali untuk barang kiriman berupa buku. 
c) Jika diperlukan petugas bea cukai dapat meminta dokumen 
pelengkap sebagai dasar penghitungan bea masuk dan pajak 
dalam rangka impor. 
3) Barang dengan nilai lebih dari USD1500, barang yang melalui 
Pos/PJT akan meminta untuk menyampaikan PIBK atau 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) jika barang tersebut merupakan 
badan usaha (bukan perseorangan). 
Mentri keuangan sudah menetapkan peraturan dalam peraturan 
menteri keungan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.010/2017 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 
Tentang Penetapan Sistem Klarifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea 
Masuk Atas Barang Impor ,sesuai dengan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi 
“tingkat tarif bea masuk atas barang impor yang termasuk dalam kategori 
Asia Pasific Economic Cooperation List Of Environmental Goods yang 
tercantum dalam lampiran 1 ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima 
persen)” dan pasal 2 ayat 3 yang berbunyi “pengenaan tarif bea masuk 
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, berlaku atas impor barang yang 
dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan 
tanggal impornya dari kantor pabean pemasukan terhitung sejak tanggal 1 
Januari 2018”  
Berikut adalah lampiran Klarifikasi barang impor yang termasuk dalam 
kategori Asia Pasific Economic Cooperation List Of Environmental 
Goods. (LAMPIRAN 1) 
Karena sudah terlalu banyak orang Indonesia yang menginginkan 
barang mewah yang berasal dari luar negeri maka banyak pula oknum-
oknum tak bertanggung jawab yang dengan sengaja menyelundupkan 
barang impor tersebut untuk diperjual belikan ,contoh tempat perdagangan 
illegal dengan barang-barang yang didalamnya adalah barang mewah 
impor dengan harga yang murah adalah Black Market (pasar gelap). 
Banyak barang yang murah meriah ,mewah dan langka dijual disana 
tentunya barang tersebut merupakan barang illegal yang garansi atau 
pajaknya bermasalah, berikut adalah pola kejadian dan pola yang 
digunakan para oknum ini pun sangat beragam macamnya yang diantara 
lain adanya : 
a. Pola Kejadian  
1) Melalui jastip (jasa titipan) 
 Seseorang tersebut melakukan transaksi open preorder 
barang dari luar negeri kedalam negeri dengan jasa titipan barang 
impor. banyak orang yang berlibur sengaja membuka jasa 
preorder akan tetapi banayak orang tidak memahami aturan yang 
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telah dibuat oleh Direktorat Jendral Bea Cukai Indonesia, ada 
pula yang paham tetapi masih dengan sengaja melakukan 
kejahatan tersebut agar tidak terkena pajak saat tiba di Indonesia. 
Selama ini pemerintah telah menetapkan batas pembebasan bea 
masuk dan pajak impor (de minimalis value), khusus bawaan 
barang penumpang untuk keperluan pribadi dibeikan pembebasan 
sebesar $500 AS perpenumpang atau jika dirupiahkan sebesar 
Rp.7.000.000,00.  
 Peraturan menteri keuangan nomor 203/PMK.04/2017 
tentang impor baeang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana 
pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman yang sebelunya 
adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010, 
ketentuan ini telah menetapkan ketentuan membawa barang-
barang dari luar negeri. Sesuai ketentuan tersebut pemerintah 
telah membuat keputusan batas bea masuk barang bawaan 
penumpang sebesar $250 AS menjadi $500 AS per orang. Maka 
dari itu barang jasa titipan sebenarnya tidak mendapatkan 
pembebasan sehingga wajib membayar pajak impor dan bea 
masuk atas keseluruhan nilai barang.  
2) Import Clearence barang melalui angkutan udara (air freight)  
 Setiap barang yang dating mealalui jalur udara wajib 
melalui beberapa tahap, yaitu Importir atau Pengusaha 
Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) membayar nilai pabean, 
cukai, atau pajak dari barang yang telah diimpor. Setelah 
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menyelesaikan pembayaran maka importir akan mendapat 
beberapa dokumen yang berguna  untuk  mengeluarkan  barang 
impornya. Beberapa dokumen tersebut yaitu Surat Setoran 
Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor, Packing List, 
Invoice, Air Waybill, dan Certificate of Origin , Importir atau 
PPJK kemudian harus menyerahkan delapan dokumen pokok 
kepada pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.para pelaku 
biasanya yang melakukan tindak pidana penyelundupan barang 
impor melalui jalur udara merupakan jaringan bandar besar 
internasional, biasanya hal yang mereka lakukan membayar orang 
lain yang memiliki bagasi kosong, dan membungkus barang 
tersebut menggunakan alumunium foil agar lolos dari x-ray 
petugas. 
 
3) jalur perbatasan wilayah terdekat. 
 Jalur lintas barang yang memasuki wilayah indonesia pada 
umunya melalui pengawasan dan pengechekan oleh bea cukai, 
tapi perlu di ingat indonesia miliki batas wilyah yang berbatasa 
darat dengan negara tentangga, dengan adanya hal tersebut yang 
menjadi titik lemah indonesia dalam menjaga jalur resmi barang 
masuk ke wilayah indonesia dengan prosedurnya. Titik lemah 
disini masih terbatasnya fasilitas atau keamanan yang kerung 
mendukung dalam menjaga wilayah perbatas dengan kata lain 
okenum dapa menyelundupkan barang dari luar wilayah luar 
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wilayah indonesia masuk tanpa melalui pengawasan dan 
pengechekan lembaga pengawas. Bisa dilihat di perbatasan 
didarat, contohnya: perbatasan di kalimantan malaysia v 
indonesia, di timor timor leste v indonesia, dan di papua yang 
notabenya geografisnya masih hutan dimana hanya di buatkan 
patok. Hal ini menjadi peluang oknum penyelundup nelakukan 
kegiatannya. 
 
b. Pola Yang Digunakan 
a) Membohongi petugas dengan jumlah yang ada. 
Contoh : satu kontener membawa 1000 box yang berisi setiap 
kardus 100 pcs, tetapi yang diselundupkan ternyata ada 
200pcs. 
1) Jenis barang yang di impor. 
Contoh : isi barang tersebut diberitahukan petugas adalah 
piring, tetapi piring tersebut piring pajangan atau piring 
hiasan. 
2) Menyelundupkan melalui jalur terdekat. 
Contoh : barangnya beasal dari Singapore dan dikirim ke 
batam dan dikirim lagi ke Jakarta. 
3) Menyelundupakn antar pulau. 
Contoh : kapal dari philipin tujuan kapal ke pulau jawa, 
melalui pulau sanger. Barang yang dari antar pulau bukan 
disebut lagi barang impor. 
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4) Mensabotase barang. 
contoh : barang tersebut disembunyikan kedalam tempat 
mesin kapal dan dianggap kapal tersebut dibawa oleh arus 
dan dianggap force majeure. 
Semua pola tersebut adalah modus dimana barang impor tersebut bisa 
dan siap dijual melalui perdagangan Black Market (Pasar Gelap).  
 Setiap barang yang akan datang akan memberikan rencana 
kedatangan dan pemberitahuan keterangan barang, Berikut adalah 
tindakan yang bisa dipidanakan oleh pihak Bea Cukai terhadap pelaku 
tindak pidana penyelundupan : 
1. Membawa barang secara manifest, kecuali barang bawaan 
penumpang dan awak kabin atau kru. 
2. Membongkar barang impor diluar wilayah pabean tanpa ijin. 
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam PIB 
(Pemberitahuan pabean). 
4. Membongkar dan menimbun barang diluar wilayah pabean. 
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. 
6. Mengeluarkan barang impor yang belum terselesaikan pabeannya. 
Tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam pasal 102 dan pasal 
102A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan , 
maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan 
penyelundupan harus memnuhi unsur-unsur : 
1. Barang yang diselundupkan adalah barang impor atau ekspor 
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2. Pembongkaran barang impor dan ekspor dilakukan tanpa izin 
3. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin 
4. Informasi tentang jumlah barang inpor dan ekspor salah 
5. Mengangkut barang impor dan ekspor ke tempat yang salah 
tujuan 
6. Dilakukan dengan cara melawan hukum. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Bea dan 
Cukai Kota Malang maka penulis menarik kesimpulan bahwa seorang pelaku 
kejahatan melakukan tindak pidana penyelundupan dengan menggunakan 
berbagai macam pola agar memudahkan pelaku dalam melaksanakan aksinya. 
Pola yang digunakan pelaku dalam melaksanakan aksinya tersebut seringkali 
menggunakan pola yang pertama dengan cara barang tersebut dikirim melalui 
antar pulau hingga barang tersebut sudah bukan berstatus barang impor,  kedua 
barang tersebut dengan sengaja di sembunyikan kedalam mesin kapal, ketiga 
barang tersebut sengaja di manipulasi agar tidak ketahuan. Pada fakta lapangan 
pula pola yang sering dijumpai adalah manipulasi barang dengan sengaja pelaku 
menutupi barang impor illegal tersebut menggunakan barang lainnya, dan juga 
pola barang impor yang dengan sengaja dikirim melalui antar pulau terdekat. 
Dapat disimpulkan bahwa pola yang digunakan pelaku sangatlah beragam, 
dan pola tersebut pun sudah sangat sering digunakan sehingga petugas 
menggunakan pola pelaku sebagai bahan pembelajaran agar aksi tersebut bisa di 
gagalkan. Dengan mempelajari pola tersebut petugas sudah bisa menurunkan 
tingkat penyelundupan dan penjualan barang illegal di Indonesia, sehingga jarang 
terjadi penjualan barang illegal tersebut.  
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C. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Barang Impor Dalam 
Black Market (Pasar Gelap) 
 Berdasarkan hasil penelitian penulis dari tahun ketahun tindak 
pidana penyelundupan barang impor ini pun semakin sedikit adanya, pada 
tahun 2014 terdapat 18% kasus pidana penyelundupan barang impor, dan 
pada tahun 2018 turun menjadi 4% kasus. Penyelundupan barang impor  
ini pun semakin sedikit diminati oleh oknum oknum karena pengamanan 
dari pihak beacukai pun semakin ketat. Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan penulis bahwa narasumber yang menyatakan bahwa faktor yang 
sering menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan barang 
impor terkait perdagangan black market (pasar gelap) adalah faktor 
penegakan hukum dan faktor barang yang dilarang maupun dibatasi.  
 Pertama ,faktor penegakan hukum, hal ini dikarenakan Lemahnya 
hukum membuat barang tersebut mudah sekali untuk masuk kedalam 
wilayah indonesia, Beacukai pun belum memiliki kekuasaan untuk delik 
percobaan. Selain itu kurang adanya kerjasama antara masyarakat dan 
aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan tersebut sehinga 
dengan itu banyak celah yang didapatkan oleh oknum untuk melancarkan 
perbuatannya tersebut.  Kedua, Faktor ekonomi, hal ini dikarenakan 
Banyaknya harga barang yang jauh berbeda, perbedaan harga yang 
mencolok antara barang impor dan lokal, selain itu kualitas yang 
menjamin. Selain itu hal ini sangat memegang peran dalam kebutuhan 
manusia seperti sandang ,pangan, dan papan yang harus terpenuhi setiap 
harinya, dari hal ini lah yang ,membuat manusia melakukan tindakan 
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kejahatan penyelundupan tersebut. Ketiga, faktor barang yang dilarang dan 
dibatasi, Tidak heran barang yang sengaja dan diselendupkan juga bisa 
merupakan barang yang dilarang, atau tidak dijual secara bebas, jadi 
banyak orang yang menginginkan barang tersebut dengan alasan 
mengkoleksi atau keperluan pribadi. Sebagai contoh keperluan pribadi 
adalah bahan bahan kimia yang diperlukan seseorang untuk 
bereksperimen. 
 Menurut Bapak Ardi Ashari selaku kepala Subsi Hanggar Pabean 
Cukai Pos Lalu Bea Malang berikut adalah beberapa faktor tambahan 
lainnya yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyelundupan 
sebagai berikut : 
1. Faktor Sosial 
Orang-orang yang sudah sangat biasa memiliki kehidupan yang 
mewah degan mempunyai barang-brang brand asal luar Negeri 
Indonesia dengan gengsi yang tinggi membuat kehidupan sosialita pun 
melonjak tinggi. Demi kehidupan mewah pun seseorang dengan 
senang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang impor 
tersebut. 
2. Faktor Lingkungan 
Masyarakat yang memiliki perkumpulan dengan masyarakat lainya 
jadi bisa merasakan dan menginginkan kehidupan yang mewah dan 
menginginkan barang branded asal negeri orang tersebut, dengan cara 
membelinya melalui Black Market (Pasar Gelap) dengan harga murah 
tanpa berfikir barang tersebut memiliki garansi atau tidak. Selain itu 
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dari lingkungan nya manusia yang menagnggur dan susah 
mendapatkan pekerjaan merasa tertarik dengan pekerjaan yang 
menentang aturan hukum demi memenuhi kebutuhannya. 
3. Faktor Mahalnya Administrasi/Biaya Bea Masuk 
Biaya bea masuk jadi tidak sedikit, semua barang dan jenis barangnya 
pun dikenakan tarif yang berbeda. Hal itulah yang membuat oknum 
oknum ini dengan berani menyelundupkan barang tersebut. 
4. Faktor Hobby 
Salah satu faktor penyelundupan adalah karena hobby, seperti manusia 
yang senang sekali mengkoleksi burung atau satwa langka, hiasan dari 
hewan hewan langka seperti tanduk rusa, karpet bulu harimau. 
 Oknum-oknum penyelundupa juga sering menyelundupkan barang 
dengan cara terpisah, oknum tersebut biasa menyelundupkan handphone 
dengan kemasan yang terpisah agar tidak dikenai Bea masuk oleh petugas. 
Selain dari ke enam faktor diatas menulis penulis dalam kejahatan ini juga 
terdapat faktor lainnya yang menjadi salah satu penyebab tindak pidana 
penyelundupan ini yaitu akibat dari sistem hukum di Indonesia yang belum 
dijalann dengan baik dan benar oleh semua pihak yang terkait tersebut 
sehingga kontrol dari pemerintah belum maksimaldan memadai yang mana 
hal ini merupakan bagian dari pada bentuk kontrol sosial. 
 Berdasarakan teori penyebab kejahatan dapat menjadi dasar untuk 
menunjukan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor 
tersebut memang memiliki bakat jahat dengan fakta lapangan berupa 
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faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan barang 
impor secara illegal tersebut. Faktor-faktor social hingga lingkungan telah 
membuat pelau tersebut memiliki bakat jahat ,secara garis besar penyebab 
kejahatan yang paling sering ditemui dikarenakan faktor ekonomi, faktor 
social, dan faktor lingkungan.  
D. Upaya Beacukai Dalam Menegakan Hukum Atas Terjadinya 
Penyelundupan Barang Impor Terkait Perdagangan Black Market 
(Pasar Gelap) 
 Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Kota Malang adalah 
salah satu instansi yang berwenang dibawah Kementrian Keuangan 
Republik Indonesia. Sesuai peraturan menteri keuangan Nomor PMK 
168/PMK.01/2012 satuan atau unit organisasi yang bewenang dan berhak 
dibawah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) yaitu Kantor Wilayah, 
Kantor Pelayanan ,Kantor Wilayah Khusus ,Kantor Pelayanan Utama, 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan, dan Kantor Bantu Pelayanan dan Pos 
Pengawasan Bea dan Cukai. 
 Pemberlakuan undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Kepabeanan juga telah memberikan konsenkuensi logis bagi Direktorat 
Jendral Bea dan Cukai berupa kewenangan yang semakin besar sebagai 
institusi Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan 
lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang 




 Kantor Bea Cukai Kota Malang dalam hal tindak pidana 
penyelundupan memiliki seksi khusus yaitu seksi penindakan dan 
penyidikan yang bertugas Dan memiliki kegiatan intelejen ,penindakan, 
penanganan perkara, pengelolaan sarana operasi. Bea cukai juga memiliki 
wewenang penindakan narkotika bekerjasama dengan kepolisian khusus 
dibidang narkotika, sehingga seluruh sarana dan prasarana penunjang 
kinerja Bea Cukai untuk menanggulangi atau memberantas Tindak Pidana 
Penyelundupan tersebut berada dibawah kendali unit atau seksi penindakan 
dan penyidikan (P2). Kebijaksanaan pemerintah dibidang kepabeanan 
diantaranya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 
tentang Kepabeanan yang kemudian direvisi menjadi undang-undang 
nomor 17 Tahun 2006, jelas merupakan langkah antisipatif yang 
menyentuh dimensi strategis, substantif, dan essensial dibidang 
perdagangan ,serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di 
era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu. 
 Upaya Beacukai Kota Malang dalam penanggulangan Tindak 
Pidana Penyelundupan barang impor dalam penelitian ini termasuk dalam 
upaya penanggulangan pidana melalui sarana penal, melihat kembali kasus 
tindak pidana penyelundupan sudah sering terjadi ,maka pendekatan yang 
digunakan adalah sarana penal melalui penegakan hukum. Menurut Barda 
Nawawi Arif “upaya penanggulangan pidana dengan sarana penal adalah 
penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang 
didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang 
 61 
 
seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya 
digunakan atau dikenakan pada pelanggar”.4 
 Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 April 2020 dengan 
Kepala Subseksi Penyidikan dan Administrasi barang hasil penindakan 
Bapak Bendito Menesez, upaya penanggulanagan tindak pidana 
penyelundupan barang impor adalah beacukai memperketat penjagaan 
dikantor pos kota malang dan melakukan pemeriksaan dengan secara 
teliti.5 Terdapat bebarapa cara Bea Cukai dalam menangani kasus ini, yaitu 
: 
1. Penerapan hukum secara administrasi dan hukum pidana. 
 Barang yang tidak sesuai dengan isi dokumen CN23 atau 
barang yang sengaja diselundupkan tidak langsung dapat dipidanakan, 
barang tersebut harus diperiksa dan diperhatikan apakah barang 
tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana menurut pabean. Apabila 
barang tersebut tidak seluruhnya memenuhi unsur pidana pabean maka 
barang tersebut tidak bisa dipidanakan tetapi akan dikenakan hukum 
secara administrasi, yang dimana pelaku wajib membayar denda yang 
telah ditentukan oleh kepabeanan, atau apabila barang tersebut telah 
memenuhi unsur pidana pabean maka barang tersebut akan di sita oleh 
pihak pabean. Sebagaimana telah di ditetapkan oleh Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. 
2. Meyakinkan masyarakat untuk tetap berwaspada. 
                                                             
4 Barda Nawawi Arif,1996,Bunga Rampai Kebijakan Pidana,Citra Aditya Bakti,Bandung.,hlm.13 
5 Hasil wawancara dengan Bendito Menesez selaku Kepala Subseksi penyidikan dan Administrasi 
barang hasil penindakan pada Kantor Bea Cukai Kota Malang ,senin 27 april 2020. 
 62 
 
 Masyarakat dihimbau oleh petugas pabean agar tetap 
berwaspada kepada oknum yang dengan sengaja akan 
menyelundupkan barangnya tersebut dengan berbagai modus yang 
akan digunakan oleh pelaku. Masyarakat juga di himbau agar 
berprilaku teliti untuk membeli barang impor dan murah tersebut. 
3. Memperketat pengawasan di wilayah-wilayah pabeaan. 
 Pihak Bea dan Cukai dalam hal ini telah memperketat 
pengawasan, dengan patroli, teliti, dan tegas terhadap kapal-kapal 
ataupun pesawat yang akan melakukan transaksi pengiriman ataupun 
penerimaan barang dari luar dan dalam negeri. Setiap barang yang 
memiliki jenis yang berbeda akan dikenakan tarif bea yang berbeda–
beda berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam nilai pabean. Semua 
barang tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu barang Pabean 
dan barang-barang Cukai dari pada itu ada 2 (dua) Undang-undang 
yang dimiliki Bea Cukai mengenai barang yaitu Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-undang 
Nomor 39 Tahun 2007 tentang. 
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada 
tanggal 27 April 2020, Bapak Bendito Menesez menyatakan bahwa 
ada upaya untuk menanggulangi penyelundupan secara langsung dan 
tidak langsung. Untuk penanggulangan secara langsung Bea Cukai 
menggunakan metode random sampling,  Menurut sugiyono “Teknik 
sampling ini disebut simple (sederhana) karena pengambilan sample 
random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sample yang 
 63 
 
langsung dilakukan pada unit sampling. Cara demikian dilakukan bila 
anggota populasi dianggap hemogen. Teknik ini dapat digunakan jika 
jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar”6, 
selain metode sampling bea cukai juga melakukan partoli dan 
pemeriksaan barang dari para penumpang yang barang tersebut 
melalui bagasi internasional apabila melalui jalur udara dengan 
menggunakan X-Ray (LAMPIRAN 2). Secara tidak langsung bea 
cukai membuat stiker didepan pintu masuk yang berisi larangan 
membawa barang selundupan, setiker tersebut juga berisi 
pemberitahuan kewajiban melapor apabila barang bawaan tersebut 
melebihi dari $250. 
a. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas danWewenang 
Direktorat Jendral Bea dan Cukai 
  Dalam pelaksanaan tugas nya Bea Cukai juga memiliki 
hambatan dan tidak selalu lancar. Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan penulis pada tanggal 27 April 2020, menurut Bapak 
Bendito Menesez menyatakan bahwa hambatan yang dimiliki pihak 
bea cukai kota Malang bahwa masih sering terjadi hambatan dalam 
proses pemeriksaan barang dilapangan karena teknologi, barang 
dalam kemasan peti, dan bahasa, dan lainnya. 
  Hambatan lainnya pun datang dari oknum yang melakukan 
resistensi, dan juga resistensi dari masyarakat, tang dimana oknum 
tersebut seolah tidak melakukan kejahatan apapun sehingga 
                                                             
6 Sugiyono,2001, Metode Penelitian Administrasi,Bandung:CV.Alfabeta.hlm.57 
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masyarakat disana tidak menyadari bahwa oknum tersebut adalah 
pelaku kejahatan tindak pidana penyelundupan, dan bea cukai juga 
memiliki kelemahan hambatan dalam penegakan hukum yang belum 
diberi wewenang untuk delik percobaan. 
  Akan tetapi, hambatan yang sudah sangat sering terjadi 
adalah dalam faktor bahasa. Dikarenakan tidak semua pegawai Bea 
Cukai bisa berbahasa asing lainnya maupun Inggris, sehingga dalam 
hal ini bisa menghambat proses pmeriksaan barang. Selain itu, bea 
cukai juga memiliki wewenang untuk melakukan penetapan, 
memberi sanksi khusus (administrasi) , pencegahan barang dan 
prasarana pengangkutan, dan tindakan hukum yang sesuai dengan 
kewenangan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. 
  Seperti yang sudah diketahui bahwa pemasukan terbesar 
kedalam kas Negara adalah dari sektor pajak dan salah satunya 
aadalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC. Tugas serta 
wewenang DJBC adalah menyelenggarakan perumusan dan 
pelasanaan kebijakan dibidang penegakan hukum, pelayanan, 
pengawasan, serta pengoptimalisasi penerimaan negara dibidang 
kepabeanan dan cukai sesuai ketetapan undang-undang yang ada 
,mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi barang ilegal, 
mengawasi peredaran rokok atau barang hasil olahan tembakau 
lainnya, peredaran miras (Minuman Keras) yang mengandung 
alkohol atau etil alkohol. Semakin berkembanganya dunia teknologi 
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,DJBC juga menambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator 
perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan 
pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.  
  Selain itu pihak kantor Bea Cukai dalam penanggulangan 
penyelundupan barang impor terhadap masyarakat juga telah 
membuat suatu kemudahakan untuk masyarakat apabila sedang 
melakukan transaksi jual beli barang impor menggunakan Pelacakan 
Barang Kiriman. Untuk memudahkan penerimaan barang kiriman 
tersebut dalam melakukan pengecekan status barang kiriman ,DJBC 
telah membuat satu halaman khusus pelacakan. Penerimaan barang 
dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui situs tautan 
beacukai. Informasi yang akan didapat berupa pergerakan barang 
secara Realtime, status barang kiriman, jumlah pembayaran bea 
masuk dan pajak dalam rangka impor.  
 Beacukai juga menghimbau dan mengingatkan kepada 
masyarakat agar peka terhadap PENIPUAN. Berikut adalah 
modus oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang sedang 
melakukan aksi penipuan barang impor : 
1) Umumnya korban mengenal pelaku melalui sosial media 
2) Umumnya pelaku mengirimkan barang dengan nominal kecil 
yang diterima dengan baik oleh korban dengan tujuan untuk 
mendapatkan kepercayaan calon korban. 
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3) Tidak menutup kemungkinan pelaku langsung "mengirimkan" 
paket dengan nominal fantastis. 
4) Tidak menutup kemungkinan pelaku langsung "mengirimkan" 
paket dengan nominal fantastis 
5) Pelaku sering memberikan nomor resi palsu disertai dengan foto 
Airway Bill (AWB) bahkan halaman pengecekan palsu 
6) Korban dihubungi oknum yang mengaku sebagai petugas bea 
cukai yang menginformasikan bahwa paket tertahan di bea cukai 
dan diharuskan membayar sejumlah uang untuk pengeluaran 
barang 
7) Nomor yang digunakan biasanya nomor handphone dan nomor 
rekening yang digunakan merupakan nomor rekening PRIBADI 
8) Dalam beberapa kasus pelaku mengancam korban apabila tidak 
segera melakukan pembayaran maka akan dilaporkan kepada 
pihak berwajib dengan berbagai alasan. 
Adapun bebagai upaya yang telah diterpakan oleh Direktorat Jendral 
Bea dan Cukai kota malang dalam menangani kasus tindak pidana 
penyelundupan barang impor terkait perdagangan illegal tersebut 
adalah : 
1) Analisis Manifest 
Hal ini dilakukan untuk melihat invoice atau bukti pengirim dan 
penerima barang, alamat pengirim dan alamat penerima serta 
keterangan isi dari barang tersebut, jumlah barang 
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kiriman,pengirim maupun penerima mengatasnamakan 
perorangan atau perusahaan.  
2) Melakukan pemeriksaan fisik secara teliti. 
Pemeriksanaan barang dilakukan oleh pihak kantor beacukai , 
dan saksi yang berasal dari kepolisian apabila terdeteksi barang 
selundupan jenis narkotika-psikotropika, dan pihak perusahaan 
jasa titipan barang atau kantor pos guna untuk mencegah 
penyalahgunaan wewenang pejabat bead an cukai dalam 
melakukan pemeriksaan barang. 
3) Melakukan pemeriksaan barang melalui x-ray 
Setiap barang yang dating akan dilakukan pemeriksaan barang 
dengan menggunakan x-ray. X-ray yakni alat yang digunakan 
untuk mendeteksi barang bawaan sebagai security dan detection 
system. Tidak semua barang diperiksa menggunakan x-ray akan 
tetapi hanya barang-barang tertentu yang dicurigai atau diduga 
sebagai barang terindikasi secara kuat merupakan barang 
selundupan. 
b. Customs and Excise Enforcement Team (CET) 
 Dalam perdagangan illegal beacukai juga telah membuat 
perubahan terbaru dengan membentuk tim khusu penindakan. 
Customs and Excise Enforcement Team merupakan tim 
penindakan Bea Cukai yang dituntut untuk selalu sigap dalam 
rangka menekankan angka pelanggaran ketentuan di bidang 
kepabeanan dan cukai seperti penyelundupan barang illegal 
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maupun peredaran Barang Kena Cukai (BKC)  illegal. Untuk itu 
Customs and Excise Enforcement Team (CET) harus selalu 
memiliki kondisi fisik prima dan menguasai teknis dan 
administrative dalam penindakan. Customs and Excise 
Enforcement Team (CET) ini telah diadakan oleh pihak DJBC 
pada 21 mei 2012. Latar belakang dibentuknya Customs and 
Excise Enforcement Team (CET), yaitu : 
1) Optimalisasi penggunaan sumber daya manusia (SDM) 
2) Dalam melaksanakan tugasnya hanya berdasarkan pengalaman 
atau belajar secara otodidak saja, tanpa pernah mendapat 
pengetahuan yang terstruktur. 
3) Adanya tuntutan agar unit pengawasan bekerja lebih 
professional. 
4) Menghindarkan dari kecelakaan atau kesalahan yang tidak 
perlu. 
5) Menekankan kegiatan pelanggaran ketentuan dibidang 
kepabeanan dan Cukai. 
6) Memberikan hasil penindakan sesuai target dan memenuhi 
unsur-unsurnya sehingga dapat dikenakan sanksi/hukuman 
sesuai dengan ketentuan. 
7) Menjadi pilot project sehingga pada masa dating untuk petugas 
pada bidang pengawasan wajib mempunyai kualifikasi yang 
terukur atas bidang kerjanya. 
 
